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Alternatif Kebijakan Penanganan i!trasalak Pekerja Seks Komersial
(PSf<) di Kata ***xada

Welson Y*ppy &*wpqx ,

Abstract: The Existence and activities of commer*ial ses *-lrrfu;:s {pekerja seks komersial/ PSK)
in Manado City, which had escalated a long *,ir& r&,* mr;ster*errrng of entertainment venues,
indicated the emergence of social problems, partic*$*rty {ke increasing number of HIV/ AIDS
coses, such that there was a need for an effectite f*x#exg l&rnxg& *n appropriate policy. This
research emplayed a descriptive method of analysis. |Vw data sourc€s consisted of various
stakeholders, i.e. public figures, religious leaders, grnxti,ner*J ,v*?nen, bureaucrats, and
politician.r/ legislative members, as v,ell as prostitutes, pr*curer:s, crd ftranagers of enterlainmefit
venues or other places where prostitutes operated. Bc&I'$ef,r mf$ecred xsing intewiews and the
callected data were then subjected to o descriptive and s prasp€ctiTe policy anolysis method. The
result showed that : Firstly, there were three alternslf-&s p$ftry opiians in handling the
prostitutian problem in Manado City, i.e.a localizafi*?, proglafi, *n economic improvement
programfor sex warkers, and a supervision and guidaaceprsg:rsnr- Sxondly, the supervision
and guidance program was proven to be the most elfectiv*e option. wleile the localization program
was difficult to realize because of public resistance and the eeancntic improvement program for
sexworkerswas notfeasible because it needed and enorm*r*6 strrsrrt, a!re*eurees andfunding.
Based on the study result and policy analysis, it was concluded rhan the sex workcr supervision
and guidance program were the most suitable poliey optiaxs: to be *dopted by the Regional
Government of Manado City. It was olso suggested that the Regional Government enacted a
regional regulation {peraturan daerahl PERDA) ta make surttkal tlze p*licy v,as implemented
effectively.

Key word: Policy Alternative, Comnt{rcial Sex Worker.

Pelacuran atau prostitusi merupakan masalah
sosial yang cukup besar pengaruhnya bagi
perkembangan moral. Banyak kekhawatiran
yang timbul karena adanya pelacuran ini,
sebab ia tidak hanya dapat menciptakan
masalah bagi keluarga dan generasi muda saja,
melainkan juga kekhawatiran akan timbulnya
masalah-masalah sosial lainnya seperti
menjalarnya penyakit kelamin (HMAIDS),
peredaran dan penggunaan narkoba, dan
sebagainya.
Pelacuran ini akan menjadi masalah sosial
yang sernakin besar, apabila berkembang
menjadi suatu profesi; terutama jika nilai-nilai
moral dan keterlanjuran itu sudah semakin
morasuk ke dalam jiwa pera pelakunya;

llelson Yoppy Rornpas adalah dosen Adm Negara
FISIP Unsrat.

terlebih lagi jika kemudian tertanam pula
anggapan bahwa pekerjaan itu lebih mudah
dilakukan dan tidak memerlukan keterampilan
khusus iAbdulsyani, 2002). Anggapan bahwa
pelacuran merupakan suatu profesi inilah yang
kemudian memunculkan istilah wanita
"Pekerja Seks Komersial (PSK)".
Kota Manado yang terus berkembang dengan
pesat tidak terlepas dari masalah sosial ini
(pelacuran atau PSK). Perkembangan lokasi-
lokasi dunia hiburan yang begitu cepat di kota
ini telah berdampak pada makin bertambahnya
jumlah wanita PSK. Meskipun tidak ada data
yang pasti tentang banyaknya PSK di kota ini,
namun ada indikasi yang dapat menunjukkan
jumlah yang cukup besar, dan bahkan ada
kecenderungan meningkat seiring dengan
semakin bertambahnya lokasi-lokasi dunia
hiburan dan tempat-tempat atau lokasi-lokasi
tertentu yang sengaja disediakan oleh pihak-



46
JURN.4L IL},{U .ASMINISTRASI VOLUME 6, NOMOR I. APRIL 2O1O

pihak terferru- _ AMulsyani eggg),
mengemukakan bah*'a m*saJah sosial iOalah
suatu kehidupan masFrakat yang sebelumnya
normal menjadi t€rgaflggu+ sebagai akibat dari
perubahan pada unsur-unsur dan kepentingan-
kepentingar: manusia dalam masyarikat antara
lain seperfi rai;*cuhya kegiatan prostitusi.
Soekanto {206?}, m*.*ge*ukakan bahwa
prostitusi merupaka* sr:atu pekerjaan yang
bersifat menyerahkan diri kepada ui.,u* untuk
melakukan perbuatan seksuai dengan mendapat
upah.

Salah satu mqsalah yang sanga{
dikhawa:irkan Car;r, adanya pifi' adalah
penl,ebaran peryakit kelamin (HfV/ AIDS)
yang datam beberapa tahun terakhir ini cukup
meresahkan :rarga Keta Manado. Kasus HIV/
AIDS di Kota *anado, pertama kali
dilapo*ax pad* p.rr"ngJun'iut,un lgg1
sebanyak 1 (saru) kasus, dan kemudian hingga
tahun 1999 terdapat tiga kasus. Antara tahun
2000 sampai perrengahaa tahun 2002 terjadi 6
kasus, kemudian pada tahun 2003 sebanyak 4
kasus, tahun 2004 sebanyak 15 kasus, tahun
2005 sebanyak 33 kasus, iahun 2006 sebanyak
34 kasus, tahun 2007 sebanyak 27 kasus, dan
pada bulan Januari tahun 200g sudah ada g
kasus. Sehingga total kasus HIVI AIDS di
Kota Manado dari tahun l99Z sampai Januari
200S sebanyak lZ7 kasus, dimana Z3,lZaA
penderita meninggal dunia. Dari sebanyak lTl
kasus HIV/ AIDS tersebut sebanyak 14%
ditemukan pada wanita pSK. Kemudian, faktor
resiko infeksi HIV di Kota Manado sampai
dengan Desember ZA07 sebanyak 46,4io/o
adalah pada faktor hubungan heteroseksual.
(Anonimous, 2008).

Bertolak dari persoalan pSK dan akibat_

$iU_a1 yang ditimbulkan oleh perkembangan
jumlah PSK tersebut, maki diperlu[an
penanganan yang efektif melalui program_
program kebijakan yang tepat. Oleh karena itu
diperlukan suatu studi ilmiah mengenai
alternatif-alternati f kebijakan yang dipan?ang
efektif dalam menangani masalah pSf ai fota
Manado. Anderson (1984) mendefinisikan
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan
yang dikembangkan oleh badan-badan arau
pejabarpej abat pemerintah.

Dari uraian latar belakang masalah di
atas nampak bahwa keberadaan wanita pekerja
Seks Komersial (PSK) merupakan salah saiu
masalah sosial yang perlu penanganan secara
efektif sehingga tidak menimbulkan masalah
sosial lainnya yang meresahkan masyarakat
umum. Jumlah PSK di Kota Manado yang
relatif banyak dan terus meningkat pada akhir-
akhir ini disinyalir merupakan sarana potensial
penyebaran penyakit HIV/ AIDS yang pada
akhir-akhir ini banyak meresahkan masyarakat
karena kasusnya yang terus bertambah.
Fenomena tersebut mendorong perlunya
dilakukan kajian kebijakan yang efektif dalam
menangani masalah pSK di Kota Manado. Dye

'(1996) mengemukakan bahwa bila pemerintah
memilih untuk melakukan sesuatu maka harus
ada tujuannya, dan kebijakan publik itu harus
meliputi semua tindakan pemerintah, jadi
bukan ssmata-mata pernyataan keinginan
pemerintah atau pejabat pemerintah saja.
David Easton, (dalam Islamy 1996)
mengemukakan bahwa hanya pemerintahlah
yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada
masyarakatnya termasuk mengatasi meluasnya
pergerakan PSK-

Atas pertimbangan di atas, maka masatah
penelitian ini dirumuska* sebagai berikut :
"Alternatif-alternatif kebijakan yang
bagaimanakah yang efektif dalam menunguni
masalah PSK di Kota Manado?".

Bertolak dari pertanyaan penelitian
tersebut maka studi/ penelitian ini be*ujuan
untuk rnengkaji alternatif-alternatif kebijakanyang lebih elbktif untuk dapat
direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait
terutama Pemerintah Kota Manado dalam
rangka penanganan masalah pSK di kota ini.
Abdulsyani (2002), berepndapat bahwa
masalah sosial adalah suatu kehidupan
masyarakat yang sebelumnya normal menjadi
terganggu, sebagai akibat dari perubahan pada
unsur-unsur dan kepentingan-kepentingan
manusia dalam masyarakat.

Dengan kajian kebijakan tersebut maka
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
studi kajian kebijakan publik yang berkaitan
dengan penanganan masalah atau penyakit
sosial, khususnya masalah wanita pSf. I,eUitr
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daripada itu, hasil kajian alternatif kebijakan
ini diharapkan dapat menjadi masukan
pemikiran kepada pihak-pihak terkait terutama
Pemerintah Daerah Kota Manado untuk
penanganan PSK melalui penyusunan atau
pembuatan kebijakan-kebijakan yang lebih
efektif.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat)

bulan dari awal bulan Juni sampai akhir bulan
Agustus 2008. Lokasi penelitian yaitu tempat-
tempat PSK beroperasi di Kota Manado, terdiri
dari 7 (tujuh) Hotel, 22 {dua puluh dua) Publ
Cafe, 4 (empat) rumah tinggal, dan 3 (tiga)
lokasi jalanan.

Penelitian ini dirancang sebagai suatu riset
deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang
dimaksud untuk mengamati dan menganalisis
secara cermal dan menggambarkan suatu
fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan
Effendi, 1989; Arikunto, 2000). Data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data
primer dan data sekunder.

Teknik pengambilan sampel yaitu
purposive sampling Etau pengambilan sampel
bertujuan. Sampel responden diambil dari
berbagai unsur terkait yaitu: (l) unsur
pembuat dan pelaksana kebijakan, yaitu
Dinasfi.embaga Pemerintah Daerah Kota
Manado (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
Bagian Sosial Sekretariat Daerah, dan DPRD);
(2) unsur yang terkait dengan kegiatan/
aktivitas PSK, yaitu PSK, germo (mami),
pengelola lokasi-lokasi beroperasinya PSK,
dan pengguna jasa PSK; dan (3) unsur
masyarakat, yaitu pemuka agama, tokoh
masyarakat, tokoh politik, tokoh wanita, tokoh
pemuda dan akademisi.

lnstrumen utama dalam penelitian ini
adalah peneliti sendiri (human instrument),
dibantu dengan teknik walvancara berstruktur
dan tidak berstruktur, teknik observasi dan
studi dokumentasi. Teknik analisis yang
digunakan adalah dengan cara melakukan
interpretasi terhadap data, fakta dan informasi
yang telah dikumpulkan melalui pemahaman
intelektual yang dibangun atas dasar
pengalaman empiris (Surachmad, 19 87).

Srlaajxtnya untuk melakukan analisis
ailea,sarlf kebijakan, naka teknik penilaian
alterc*tif kebijakan yang digunakan adalah
fr*;y*ii* &{etkod dan Equivalent Alternatif
M*thoci" &{etocie dan kriteria seleksi tersebut
digurak*n sebagai usaha untuk memilih dan
mengev*luasi alternatif kebijakan mana
sebag*i alternarif kebijakan yang
direkomexdasikan-

TTASIL trAF{ T€,*IBAHASAN

A. A*alisir K*bii*kan ?enanganan Masalah
PSK Kota Mauacio

l. Identifikasi dan Perumusan Masalah
Kebijakan
Berdasarkan identifikasi permasalahan

PSK yang diperoieir meialui plnelitian ini,
maka substansi masalah kebf akan yang
memerlukan aksi kebijakan lpiticy action)
atau serangkaian tindikan dari pemerintah
Daerah Kota M*nado adalah sebagai berikut :

a) Masalah , pe:rgendalian perkembangan/
per{urnbuhea PSK. baik dalam pengertian
psngurangan .!u*rlah PSK yang sudah ada,
maupun dalam pengertian pencegahan
terhadap mr:.llatx{x3ra 6ta$ tumbuhnya PSK
baru.

b) Masalah pengalvasan terhadap PSK untuk
mencegah pe*ularan HM AIDS baik dari
kalangan PSK kepada orang lain, atau pun
dari orang lai* kepada PSK yang kemudian
menular kep=da crang lain.

2. Identifikasi dan Analisis Alternatif
Kebiiakan
Dengan menggunakan ketiga bentuk

metode perar*ala* alternatif kebijakan, maka
ditetapkan aiternatif kebijakan untuk
pemecahan masalah kebijakan yang telah
dirumuskan diatas, yaitu sebagai berikut :

a) Kebijakan iokalisasi PSK
b) Kebijakan perbaikan kondisi ekonomi PSK
c) Kebijakan pengawasan dan pembinaan

terhadap PSK.
Kriteria pokok yang digunakan dalam

penilaian terhadap alternatif-alternatif
kebijakan tersebut adalah "sampai seberapa
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jauh alternatif itr: dapar dilaksanakan dan
diterima oleh semu6 pihak sehingga
menghasilkan dampak yang positif,. Kriteria
ini tidak hanya rnempunyai konotasi bahwa
pemilihan alternatif kebijakan itu mempunyai

1e.s!ko teraga* biarva- da-n waktu, tetapi jauh
lebih penting d*ri itu adalah bahwa alternatif
yang dipilih it* dapat benar-benar berfungsi
dengan baik {pragmatis) dan dapat
memeeakkas masalth tibi.iakan dengan baik.
a.. tlosranr L+kalisasi 

" pSK. " i"rJufu,
beberaga ma*faat atau pun dampak positif
.lenga* menilih Iokalisasi pSK sibagai
alternatif kebijakan pemecahan masalah
PSK, baik dari sisi pemerintah, pSK itu
sendiri, dan masyarakat umum, antara lain:
1) Dari sisi pemerintah sebagai aktor

utama pembuat kebijakan akan dapat
diperoleh manfaat: a) rnemudahkan untuk
melakukan pengawasan sefta pembinaan
(bimbingan dan penyuluhan) kepada pSK;
b) mernudahkan untuk mendeteksi sedini
mungkin masalah-masalah yang muncul
dari aktivitas pSK terutama penularan
dan penyebaran virus HIV dan penyakit
AIDS dari dan kepada pSK; c) selain
itu, adanya lokalisasi pSK juga
memberikan dampak positif bagi
pemerintah daerah untuk mendapatkan! PAD.

2) Dari sisi PSK, kebijakan lokalisasi akan
memberikan beberapa manfaat dan
dampak positif seperti : a) terjaminnya
keamanan dari tindakan+indakin pifrat
lain terutama dari para pemakai, dan para
perantara (Germo/ Mami) serta orang-
orang lain yang tidak bertanggung jawab
seperti penipuan, pemerasan, perlakuan
tidak manusiawi, dan ancaman
keselamatan jiwa; b) memudahkan pSK
mendapatkan bimbingan dan penyuluhan
ataupun bantuan dari pihakpihak terkait
terutama dari pemerintah daerah; dan c)
menjamin kesehatan bagi pSK terutama
mencegah dari terinveksi virus HM
AIDS.

3) Dari sisi pengguna pSK, kebijakan
lokalisasi akan memberikan manfaat dan
dampak positif terutama jaminan

terhindarnya dari terinfeksi penyakit
HM AIDS, serta jaminan keamanan.

4) Dari sisi masyarakat umum, kebijakan
lokalisasi akan mengurangi rasa
kekhawatiran meluasnya penyebaran
virus HIV/ AIDS.

Walaupun banyak manfaat dan dampak
positif yang dapat diperoleh dari lokaliiasi
PSK, namun para stakeholders yang
diwawancarai narnpaknya tidak setuju bil;
alternatif ini dipilih untuk mengatasi masalah
PSK dan berbagai permasalahan yang
ditimbulkannya-

b.
Upaya perbaikan kondisi ekonomi pSK

merupakan salah satu alternatif untuk
memecahkan permasalahan pSK dan berbagai
masalah lain yang ditimbulkannya. Hal ini
terutama mengingat motif atau alasan utama
sebagian PSK memilih atau melakukan profesi
tersebut adalah karena desakan kondisi
ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil analisa
data maka, tindakan yang dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam upaya rnemperbaiki
kondisi ekonomi para pSK terutama adilah : a;
mengusahakan/menyediakan pekerjaan lain
yang produktif bagi pSK. b) memberikan
pelatihan-pelatihan - ketrampilan tertentu
kepada PSK sehingga.mereka dapat memasuki
Iapangan kerja disektor publik itaupun dapat
melakukan usaha-usaha produktif secara
mandiri. Alternatif kebijakan tersebut apabis
dapat dilaksanakan secara baik oleh
pemerintah daerah akan dapat memberikan
dampak positif, seperti dapat menekan atau
mengurangi jumlah pSK serta dapat
meminimalkan berbagai permasalahan yang
timbul dari aktivitas pSK tersebut. Walaupui
demikian, berbagai stakeholders yang
diwawancarai umumnya kurangltidak yutin
atau pesimis kalau alternatif kebijakan tersebut
lapat segera dilakukan oleh pemerintah Kota
Manado dalam waktu yang deliat,

c,
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa

masalah yang paling banyak dihubungkan
dengan aktivitas pSK adalah masalah
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HIV/AIDS. Penyebaran atau pe*ulerwe
HiV/AIDS paiing banyak rnelalui hubtrngan
seksual dengan orang yang mengidap HIV.
baik melalui hubungan heteraseksuat
(hubungan seksual antara laki-laki dengan
perempuan) maupun hubungan homoseksual
(hubungan seksual antara laki-laki deng**
Iaki-laki). Di daerah-daerah dengan car€t
penularan HIV melalui hubungan
heteroseksual terbanyak, angka kejadian
infeksi HIV tertinggi ditemukan pada golongan
wanita pelacur (WTS), selanjutnya pada laki-
laki yang seringkali berhubungan dengan WTS
(DepKes-RI, 1997). Resiko infeksi HfV di
Kota Manado sampai dengan Januari 2008
menunjukkan 46,410A ada pada hubungan
heteroseksual, 28,25Yo karena hubungan
homoseksual, 7,6yo parenteral, dan l7,44yo
tidak diketahui. Kemudian, dari 127 kasus
HIV/ AIDS (s/d Januari 2008), sebanyak 56%
adalah laki-laki, dan 44ob-pada perempuan di
mana 13% diantaranya adalah PSK. Laki-laki
yang terinveksi HIV/ AIDS tersebut umumnya
adalah yang sering melakukan hubungan
seksual dengan WTS/ PSK (Anonimous,
2008).

Berangkat dari beberapa fakta di atas,
kebijakan pengawasan dan pembinaan kepada
PSK sangat penting dilakukan secara efektif.
Hal ini sesuai hasil wawancara ditanggapi
positif oleh berbagai stakeholders yang
merupakan responden dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil kajian pustaka/ teoritis,
maupun hasil analisis data wawancara dan
observasi, bahwa prografii pengawasan dan
pembinaan PSK merupakan tindakan yang
efektif untuk mencegah rneluasnya penyebaran
HIV dan penyakit AIDS melalui PSK.

B. Rekomendasi Alternatif Kebiiakan
Penanganan Masalah PSK Kota
Manado

Setelah dilakukan perbandingan ketiga
alternatif kebijakan tersebut baik prediksi
hasil, dampak, dan konsekuensi-
konsekuensinya maka diperoleh kesimpulan :

Pertama, program lokalisasi PSK walaupun
dinilai efektif, namun agaknya sulit atau tidak

&{s diiakukan karena tidak akan diterima
{dM*i oleh masyarakat - sehingga
@ihs;fan tidak akan memberikan hasil dan
SreF*k 3,aflg diharapkan. Kedua, program
eex@ry e&.enomi PSK juga dinilai efektif
*#', erllgilssi masalah PSK dan berbagai

fu& 3€rtg ditimbulkannya, namun agaknya
s*rtit di.*E&resr&kaa aleh pemerintah daerah
d&#i &t;&A'$ J6aqg dekat karena memerlukan-
st}$!@del& yeeg besar dan prasyarat yang
kwp*t&s ,SSfigF pr*gram pengawasan dan
pqr$ki&&ee,f$K dinilai lebih efektif dan lebih
mud*h , me&a&xmr*lmnn;*a, serta mendesak
untlrk $sgsr& ,di[*ku&an dengan lebih efektif
datarn: rq$*ee ,', Elf,ilanssulangi masalah
meluas*y* . .ete{r ::reningkatkan kasus
HIYIAIDS d* Ks{& H*r}ed* pada akhir-akhir
ini ya*g ,d ri*lyallr baryak hubungannya
dengan *ktivitas PSli."

Atas pertieirh*rigafi ergu men-argumen dari
masing-masi*g a'tternadf kebijakan tersebut
maka attsst*tif kcbijakan yang
direkomeed*sikm dsri hasil penelitian ini
dalam rangka p*j!&rtgsrlen mssalah PSK Kota
Manado adalah *prograrn penga\4/asan dan
pembinaan PSK"- &t"* rangka i-tu, maka hal-
hal yang direk*mendasikan kepada pengambil
keputusan kebijaken untuk dilakukan atau
Iebih diintenslfkar pelaksanaannya adalah
sebagai berikut :

1) Pemerintah d*erah ynelalui Dinas-dinas
terkait, terutama Dirras Kesehatan, perlu
meningkatkan frekuensi dan kualitas
bimbingan dan penlr.iluhan kepade PSK.

2) Pemerintah daerah melalui Dinas
Kesehatan perlu menyediakan klinik khusus
bagi PSK.

3) Pemerintah daerah perlu menetapkan suatu
peraturan yang mewajibkan PSK
memeriksakan kesehatan secara berkala di
rumah sakit, klinik, laboratorium atau
dokter yang ditunjuk oleh pemerintah
daerah.

4) Promosi dan penyediaan kondom bagi
kalangan PSK. Secara medis penggunaan
kondom dalam hubungan seksual dapat
mencegah kontak langsung antara dinding
anus, vagina atau penis atau dinding mulut
dengan cairan sperma, cairan vagina" dan
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*eatr dinding mulut dengan rahim
i***.i&g arau darah (Anonimour, 

-?qq+1.

5l Frebin*an mental_spiriruul- [Louou pSK
garya prl* dilakukan untuk *LmU"ritun
F*f* kepada pSK untuk t"*-C"ri hidupasrnal-

63 Pe*didikan dan pelatihan ketrampilan*epefa PSK perlu dilakukan unrukrnerxberikan pengetahuan dan keirampitan
kerja kepada pSK.

$ Kaordinasi antara lembaga atau dinas-dinas
pemerintahan daerah y;-s ;;.ilii' ,urgu,diperlukan dalam ,ing['u pelaksanaan
pragram pengawasan dan 

-pembinuun pSf .

sementara masalah yang timbul dari
PSK mendesak untuk,"g;ru diiangani.c. !19gram pengawasan dun pembinaan
PSK. program ini dinilai 

"frmif unruk
mengatasi masalah pSK yang mendesaksegera ditangani yaitu mengatasi
meluasnya penyebaian HIV danpenyakit AIDS- program ini dinilaiefektif karcna selain lebih mudah
melaksanakannya, juga akan mendapat

^ B d.ukungan dari masyarakat luas--z. aerdasarkan analisis ketiga alternatifkebijakan tersebut, denganmempertimbangkan 
ataumemperbandingkan dampak danKonset(uensi_konsekuensi dari masing_masing alternatif tersebut melalui metodeperamalan, maka penelitian inimerekomendasikan alternatif kebijakanyang perlu segera dilakukan olehpemerintah Kota Manado dalam rangkamengatasi pSK dan masalah yangditimbulkannya adalah Xrogr*pengawasan dan pembinaan pSK;. Agarprogram-kebijakan ini dapat dilaksanakan

secara efektif rnaka perlu ditetapkan_dalam
bentuk peraturan Daerah (pERilf,jl-

XESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapatdisimpulkan- beberapa trat, seUagal U"ritur,r. berdasarkan analisis - kebijakan yang
Iilulu,k*, diperoleh 3 (ri;a) 

--alternatif

KeDuat(an untuk rnenangani aiau mengatasi
masalah pSK di Kota Manado, yaitu :a. Program Lokalisasi pSK. ir.oera* inidinilai sangat efektif untuk Lingururi

3asalah yang ditimbulkan dari aktivitas
PSK terutama masalat p"ny"Uur- UtVl

" ljDS yang terus meningkat di Kota' Manadoi akan tetapi naripaknya sulitatau tidak bisa dilakukan karena tidak
akan diterima (ditolak) oleh *urvurut utIuas, dengan alasa-n ,Lu p.rrirnlungun
utama bahwa lokalisasi tidak tepatdilakukan' di Kota rrrunuJo- yang

^ Aly,l.ukatnya rerkenal sangat religius. -o. rrogram perbaikan kondisi ekonomi
PSK dalam rangka *"rgururgi.ir*rur,
PSK.^ Program ini Oinif ai efetiif 'ku."nu
motif utama dari sebagiun U"*, pSf
melakukan profesi ini iiseUaUtan olefrfaktor tekanan ekonomi t"iru.fr"yung
semakin sulit. Walaupun AJrii.iun]program ini 

. 
agaknya sulit dapatdilaksanakan Oan aireatisasikan otehpemerintah daerah dalam waktu dekat

karena harus mempersiapkan sumber-
sumber daya dan biaya' yang 

=b"rur;

B. Saran
Bertolak dari hasil temuan dalampenelitian ini, maka dapat Oit"*ututun

lebliara saran, sebagai f"ri["i, -""
l. Diperlukan komitmen i;:g tinggi dari

s_:mua pihak untuk m"ngitusi masalah pSK
di Kota Manado.

2. Dalam melaksanakan program kebijakanpengawasan dan pembinaan pSK perluadanya koordinasi dan L*4u 
-**a 

darilembaga atau. dinas_dinai' jJ*".intut,
daerah terkait,. baik puju tahapperencaruun, pelaksanaan, .uupun evaluasikinerja kebiiakan.

3. Pemerintah daerah juga perlu melakukankerjasama dengan unsur_unsur dalammasyarakat dalam melaksanakan program
, I.bluk3.l pengawasan dan pembinaan pSK.4. Perlu dibentuk suatu fim ,.rpuO, dalammelaksanakan program p.nd*u.un dan
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pembinaan PSK yang melibatke*r
komponen-komponen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

-, 

2008, Situasi HIY/ AIDS Manado sld
Januari 2008, Dinas Kesehatan Kcta
Manado.

Abdulsyani, l9gg, Sosiologi Kelompok dan
Masalah Sosial, Gunung Agung,
Jakarta.
, 2t02, Sosiologi : Skematika, Teori,
dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta.

Anderson, J. E., 1984, Cases in Public Policy
Making, Preager Publishers, New York.

Arikunto, S., 2000, Prosedur Penelitian,
Rineka Cipta, Jakarta"

Dye, R. T., 1996, Understanding Public
Poliey, Prentice Hall, Englewood
Cliffs, New Jersey.

Islamy, I, M., 1996, Prix*ip-prinsip
Perumusan Keb$akan Negara, Bina
Aksara, Jakarta.

Singarimbun, M, dan Effendy S., 1989, Metode
Pe nelitian Surus i, LP3 ES, Jakarta-

Soekanto, S., 2007, Sosiologi, Suatu
Pengantar, CV Rajawali, Jakarta,

Surakhmat, W, 1987, Dasar dan Teknik
Research, Tarsito, Bandung.


